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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal $S1 ayat ()
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Analisis Standar Belanja;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 194S;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat } Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1814);

UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor S, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagmimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11.

12.

SO

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mentes Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310j;

Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2010 tentang PokokPokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaiinana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor S5 Tahun 2010 tentang PokolkPokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2014 Nomor 14);

Peraturan Gubernur Nomor SO Tahun 2010 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan WPaerah Provinsi Sumatera
Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010
Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor S0
Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi

Surnatera Selatan Tahun 2010 Nomor 26);



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG  ANALISIS STANDAR

BELANJA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian dan Defmisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

.

2.

Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.

Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan

-Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera

Selatan.

Inspektorat Daerah adalah Inspcktorat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

Perangkat Dacerah adalah perangkat daerah di lingkungan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA,

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan
sebagal dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD}.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui b¢rsama oleh
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerati.



9. Analisis Standar Belanja, yang selanjutnya disingkat ASB,
adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang

digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
TAPD, adalah tim yang mempunyai tugas menyiapkan serta
melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan
penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien,

transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3
ASB bertujuan untuk:

a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan
tugas dan fungsinya;

b. memberikan pedoman dalam  penyusunan = anggaran
berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan

c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan

keuangan daerah.

BAB II
PEI.AKSANAAN
Pasal 4

(1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi mengacu pada ASB sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.



Pasal S
Komponen ASB terdiri atas:

deskripsi;
pengendali belanja;

satuan pengendali belanja tetap;

oo oo

satuan pengendali belanja variabel;

&

rumus penghitungan belanja total; dan/atau

-

batasan alokasi ebjek belanja.

Pasal 6

Deskripst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huiruf a,

merupakan penjelasan detail operasienal peruntukan dan ASB.

Pasal 7

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal S huruf b,
merupakan faktorfaoktor yang mempengaruhi besar kecilnya

belanja dari suatu kegiatan.

Pasal &

(1) Satuan pengendali belanja tetap scbagaimana dimaksud dalam
Pasal S huruf c¢, merupakan belanja yang nilainya tetap
walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.

(2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipengaruhi
oleh adanya perubahan volume dan/atau target kinerja suatu
kegiatan.

(3) Besarnya nilai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

merupakan batas maksimal untuk sesap kegiatan.

Pasal 9

Satuan pengendali belanja variabel s¢bagaimana dimaksud dalam
Pasal S huruf d, merupakan besarnya perubahan belanja untuk
masingmasing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau

penambehan vclume kegiatan.



@ -
Pasal 10

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S hwuf e, merupakan 1rumus dalam menghitung besarnya

total dari suatu kegiatan.

Pasal 11

(1} Batasan alokasi objek belanja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal S huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu
kegiatan.

(2) Proporsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam 2
(dua) jenis, yaitu:

a. ratarata; dan/atau

b. batas atas.

BAB IlII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 12

(1) Gubernur  melakukan  pembinaan, pengawasan, dan
pengendalian terhadap pelaksanaan ASB.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis
dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Baerah
dan/atau perangkat daerah terkait.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
oleh Inspektorat Daerah.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam
rangka penyusunan RKA perangkat daerah.

(5) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan

oleh perangkat daerali masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 13

Kegiatan perangkat daerah yang belum diatur salam Peraturan
Gubernur ini, dapat dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan
besaran total belanja, dan/atau ketentuan alokasi rincian objek
belanja kegiatan, yang dilakukan berdasarkan hasil pembahasan
bersama TAPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, peraturan
perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh
Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan ASB, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam

Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 21 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto.

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 12



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA

ANALISIS STANDAR BELANJA YANG DISUSUN

No| No.asB | NAMA ASB
1. | ASB 001 | Sosialisasi/Diseminasi - Tatap Muka
2. | ASB 002 | Pelatihan/Bimbingan Teknis Pegawai o
3. |ASB 003 Pe_latihan/Bimbingan Tcknis Non Pegawali
4. | ASB 004 | Pendidikan dan Latihan Non Pegawai
S. | ASB 005 | Koordinasi Konsultasi Program Kegiatan
6. | ASB 006 | Monitoring Evaluasi Program Kegiatan
7. | ASB 007 Ptng;wa;an/Pengamatan B -
8. | ASB 008 | Seminar/Lokakarya
9. | ASB 009 | Pendataan/Survey/Verifikasi
10. | ASB 010 | Pembinaan Pegawai
11.[ASBO11 | Pembinaan Non Pegawai
12. [ASBO12 Pc_naampingan
'13. |ASB 013 Penyelenggaraan Rapat di Dalam Kantor R
| 14. | ASB 014 | Penvelenggaraan Rapat di Luar Kantor
15. | ASB01S | Penanganan Masyarakat Bidang Sosial
'16. | ASB 016 | Penyusunan Buku/Majalah/Bulet_in
17. | ASB 017 | Patroli
18. | ASB 013 | Penyclenggaraan Pameran
19. | ASB 019 | Administrasi Pengadaan Konstruksi Gedung
20. | ASB 020 | Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalan
21.| ASB 021 |Administrasi Pengadaan Konstuksi Jembatan
22.| ASB 022 | Administrasi Pengadaan Konstruksi Drainase
23.| ASB 023 | Administrasi Pengadaan Konstruksi Normalisasi Sungai
24.| ASB 024 | Administrasi Pengembangan SPAM
25.| ASB 025 | Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung
26. | ASR 026 | Administrasi Rehabilitasi Bangunan Gedung
27. | ASB 027 | Administrasi Pemeliharaan Jatan -
28. | ASB 028 | Administrasi Pengadaan Bahan Material
29. | ASB 029 | Administrasi Pengadaan Non Konstruksi
| 30. | ASB 030 ]-Adminislrasi Pemeliharaan Non Konstruksi




ASB-001
SOSIALISASI/DISEMINASI - TATAP MUKA

Deshripsi:

Sosialisasi/diseminasi tatap muka merupakan kegiatan untuk
memperkenalkan program, produk, peraturan, atau lainnya kepada
pegawai dan/atau non-pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka
secara langsung, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah
di ingkuyngan Provinsi Sumatera Selatan,

Pengendali Belanja (Cest Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari sosialisasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (¥ixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabie Cest):
= RpS500.000,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + {RpS00.000,0® x jumiah peserta x jumlah hari)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja:

NS PR TR A YT T TR T

e T —

1 | Belanja Bahan Pakai Habis - 10,98% | 37,30%

2 | Belanja Jasa Kantor o 24,40%| 51,39%

3 | Belanja Cetak dan Penggandaan 3,28% | 10,00%

4 |Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir 8,20% 70,60%

5 | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan

Kantor 8,23% 52,89%%

6 | Belanja Makan dan Minum 2,21% 20,22%
7 | Belanja Perjalanan Dinas 42,70% | 100,00%
100,00% l




ASB-002
PELATIHAN/BIMBINGAN TEKNIS PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatiban/bimbingan teknis pegawai merupakan kegiatan untuk
memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada pegawai di
Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan
kompetensi tcknis pegawai dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan,
yang diselenggarakan eleh organisasi perangkat daerah di Lingkungan
Provinsi Sumatera Selatan serta maksimal dilaksanakan stlama tiga hari.

Pengendali Belanja (Cest Driver):
Jumlah peserta, jumlah haii pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= RpO0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel {Vanable Cost):
= Rp833.333,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanija Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,0® + (Rp833.333,80 x jumlah peserta x jumlab hari}

Tabel 2. Batasan Alokasi Ob jek Belailja:

P P R TSP g

1 | Belanja Bahan Pakai Habis 14,99% 49,16%

2 | Belanja Jasa Kantor o | 43,58%| 100,00%

3 | Belanja Cetak dan Penggandaan 9,31% 13,77%

4 | Belanja Perjalanan Dinas 36,13% 88,89%
100,00%




ASB-003
PELATIHAN /BIMBINGAN TEKNIS NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pelatihan/bimbingan teknis non pegawai merupakan kegiatan untuk
memberikan tambahan pengetahuan teknis kepada masyarakat di
Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan
kompetensi teknis masyarakat dalaitn pelaksanaan  aktivitas
pekerjaan/profesi, yang diselenggarakan oleh organisasi perangkat
daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan serta maksimal
dilaksanakan selama tiga hari.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari pelatihan/bimbingan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fioced Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp607.042,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp607.042,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabcel 3. Batasan Alolasi Ob jek Belan ja:

A phjie] L i Pl AEr Bats
e
1 | Belanja Bahan Paka:  bis 26,61% 59,92%
2 | Belanja Bahan Material S,16% 49,67% |
3 | Belanja Jasa Kantor 29.77% 50,41%
4 |Belanja Cetak dan Penggandaan 4,14% 11,67%
Belonja Sewa
S | Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0,33% 3,33%
6 | Belanja Perjalanan Dinas 34,00% 84,89%
100,00%
Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diberikan
kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan di atas
memerlukan belanja barang untuk diberiben kepada pihak
ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan
tambahan tersendiri yang terinci dengan persetujuan TAPD.



ASB-004
PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) NON PEGAWAI

Deskripsi:

Pendidikan dan latihan non pegawai merupakan kegiatan untuk
memberikan tambahan pengetahuan teknis yang lebih mendalam
kepada masyarakat di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dalam
rangka meningkatkan kompetensi dan pengetahuan teknis masyarakat
pada suatu bidang tertentu, yang diselenggarakan oleh perangkat
claerah di Lingkungan Provinsi Siimatera Selatan sgrta dilaksanakan
lebih daritiga hari.

Pengendali Belanja (Cost Oriver):

Jumiah peserta, jumlah hari pelatihan

Satuan Pcngendali Belanja Tetap (#ixed Cost}:

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Varialle Cost):

= Rp555.556,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp555.556,00 x jumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja:

‘No|i77 77777 iKeterangan | | | RataRata | BatasAtas
1 | Belanya Bahan Pakai Habis 21,43% 75,35%
2 | Belanja Bahan Material 4,16% 37,00%

3 | Belanja Jasa Kantor 36,11%|  57,50% J
4 |Belanja Celak dan Penggandaan 1,94% 4,08% |
. | Belanja Scwa BEE 0,41% 2,50%

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir !
6 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan 1,62% 13,23% |
Kantor
. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari 2,37% 18,31%
Tertentu
"8 | Belanja Perjalanan Binas ~ 31,95% 70,44%
B 100,00% =
Keterangan;

Perhitungan di atas tidak menyertakan belanja barang untuk diberikan
kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan di atas
memerlukan befanja barang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan
tambahan tersendiri yarig terinci dengan persetujuan TAPD.



ASB-00S
KOORDINASI KONSULTASI PROGRAM/KEGIATAN

Deskripsi:

Koordinasi Konsultasi Program Kegiatan merupakan kegiatan
komunikasi Organisasi Perangkat Daerah untuk saling memberikan
informasi dan bersama mengatur atau membahas suatu program atau
kegiatan, dengan maksud dan tjuan tertentu untuk memperoleh
kesepahaman bersama terkait sebuah program atau kegiatan.

Pengendali Belanja {(Cost Driver):
Jumlah peserta, frekuensi koordinasi

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cest):
= RpO0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rpl.244.589,00 per peserta, per koordinasi

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel

= Rp0,00 + (Rp1.244.589,00 x jumlah peserta x frekuensi koordinasi)

Tabel S, Batasan Alokasi Objek Belanja:

R 1; R I g 17 ;‘Eﬂa

: ot

2 n R .xnv%%rc%-f
Be 7.57% ,35%
2 | Belanja Jasa Kantor "~ 2568% | 92,69%
3 | B_elanja Cctak dan Penggandaan i 4,99% 21,43%
4 Belanja Perjalanan Dinas 61,76% | 100,00%
' ' - | 100,00%




ASB-006
MONITORING EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN

Desharipsi:
Monitoring Evaluasi Program/Kegaitanmerupakan kegiatan yang
dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memastikan
kemajuan sebuah program atau kegialan sesuai dengan tujuan yang
digariskan dalam kegiatan tersebut.

Pengendali belan ja (cost driver:
Jumlah anggota tim monev, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost).
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cest):
= Rpl.709.992,00 per anggota, per bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rpl.709.992,00 x jumlah anggota tim monev x jumlah

bulan)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja:

: Bclanlja Bahan Pakal Hablbw T 550%] Hé.4,78°/:

2 Bcelanja Jasa Kantor 12,23% 98,86%
3 | Belanja Cetak dan Penggandaan 3,19% 32,24%
4 | Belanja Perjalanan Dinas bl _'77,09%- 100,00%

100,00%




Deskripsi:

ASB-007

PENGAWASAN/PENGAMATAN

Pen_gawasan/ Pen_gamatan meru_pakan kegiatan yang diselenggarakan oleh
organisasi perangkat daerah terhadap suatu objek dengan maksud
merasakan dan kemudian memahami obyek tertentu untuk memastikan,

mengantisipast,

atau memaksimalkan berbagai

potensiyang dapat timbul dari objek pantauan tersebut.

Pengendali Belanja {Cost Driver):

Jumlah objek yang diamati, Jumlah tittk amatan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed Cost).

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanya Variabel (Variable Cost):
= Rp2.291.667,00 per objek, per utik

Rumus Perhitungan Belanya Total:
Belanja Tetap + Belan ja Variabel

permasalahan atau

= Rp0,00 + (Rp2.291.667,00 x jumlah objek yang diamati x jumlah titik

amatan)

Tabel 7. Batasan Alolaasi Objek Belanja:

i

"
Ear ]

">t |'Belanja Bahan Pakai Habis® — 5,42% | 100,00%

2 Belanja Jasa Kantor 13,35% 96,67%

3 Belanja Cetak & Penggandaan 2,01% 10,08%

4 Belanija Perjalanan Dinas 63,92% | 100,00%

5 Belanja Jasa Konsultansi 15,30% 98,54%
100,00% -




ASB-008
SEMINAR/LOKAKARYA

Deskripsi:
Seminar/Lokakarya merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh
organisasi perangkat daerah untuk membahas suatu masalah atau isu
- yang sedang berkembang. Pembahasan disampaikan oleh narasumber,
tenaga ahli, atau pakar sesuai dengan bidang keahlian dan permasalahan
yang dibahas.

Pengendali Belanja (Cest Driver):
Jumlah peserta, jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cest}:
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rp604.640,00 per peserta, per hari

Rumus Perhitungan Belanja Total:
Bclanija Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp604.640,00 xjumlah peserta x jumlah hari)

Tabel 8. Batasan Alolsasi Objek Belanja:

] ¢ O SR e

3 7 ; ; Fricl e IR s

Bieilis kil e e e e _'&_qw it
i Belangja Bahan Paka: Habis 13,23% 25,28%
2 Belanja Jasa Kanter - | 30,79%| 56,53%|
3 Belanja Cetak dan Penggandaan 8,20% 19,63%
4 |Belanja Perjalanan Dinas " 47,78% | 57,26%

100,00%
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ASB.009
PENDATA AN/SURVEY/VERIFIKASI

Deskripsi:
Pendataan/Survey/Verifikasi merupakan kegiatan pengumpulan data
atau pemutakhiran data yang dilakukan oleh organisasi perangkat
daerah tanpa melibatkan jasa pihak ketiga. Kegiatan ini bertujuan
untuk memperoleh gambaran obyek tertentu, dimulai dari persiapan
hingga diserahkannya laporan.

Pcngendali belanja (cost driver ):
Juinlah anggota tim, durasi kegiatan dalam bulan

Satuan Pengendali Belanja Tetap (I“ixed Cost )
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Vaniable Cost):
= Rp2.121.212,00 per anggota, per bulan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp2.121.212,00 xjumlah anggota tim % jumlah bulan)

4,36% | 30,00%

Belanja Bahan Material - B 3,88% | 50,00%
Belanja Jasa Kanlor 10,10% ©4,00%
Belanja Cetak dan Penggandaan 7,36% 36,87%
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir | 8,73% | 100,00%
Belanja Perjalanan Dinas - 65,56% | 100,00%
100,00% l. I




Deskripsi:
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ASB=010

PEMBINAAN PEGAWAI

Pembinaan pegawal merupakan kegiatan yang dilaksanakan organisasi
perangkat daerah untuk melakukan pembaharuan atau penyempuinaan
dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai dengan memberikan
bantuan pengetahuan,

linglsuingan Provinsi
langsung dengan pegawai yang dibina.

Pengendali Belanja (Cost Driver ):

ataupun saran kepada para pegawal di

Sumatera Selatan, dengun cura berinteraksi

Jumlah peserca yang dibina, {rekuensi kegiatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap ([ixed Cest):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rpl.261.905,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:

Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rpl.261.905,00 x jumlah peserta X jumlah hari)

Tabel 10. Batasan Alokasi Objek Belanja:

| Belan ja Bahan Pakai Habis

16,13%

1 5,51%
2 Belanja Jasa Kanter 24,09% 71,11%
3 |Belanja Cetak & Penggandaan 6,60% 29,75%
4 |Belanja Perjalanan Dinas 63,80%

100,00%

100,00%
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ASB-011
PEMBINAAN NON-PEGAWAI

Deslaripsi:
Pembinaan non pegawai merupakan kegiatan yang dilaksanakan
Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan pembaharuan awau
penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat
umum dengan memberikan bantuan pengetabuan, ataupun saran kepada
para masyarakat umum di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, dengan
cara berinteraksi langsung dengan masyarakat yang dibina.

Pengendali Belanja (Cost Driver):
Jumlah peserta yang dibina, frekuensi kegatan dalam hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost}):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belsnja Variabel {(Vanable Cost):
= Rp765.507,00 per peserta, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp765.507,00 x jumlah peserta xjumlah hari)

Tabel 11. Basasan Alulmasi Objek Belanja:

1 | Belanja Honorariun Non PNS 0,48% |  2,40%
2 Belan ja Bahan Pakai Habis 3,11% 8,52%
3 Belanya Jasa Kantor 25,70% 85,08%
4 Belanja Cetak dan Penggandaan 1,31% 4,00%
S | Belanja Perjalanan Dinas £69,40% | 100,00%
100,00% |
Keterangan:

Perhitungan di atas tidak menyertakan belangja barang untuk diberikan
kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian jika kegiatan d: atas
memerlukan bslanja barang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat, maka dapat ditambahkan dalam perhitungan
tambahan tersendiri yang terinci dengan perserujuan TAPD.
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ASB-012
PENDAMPINGAN

Deskripsi:

Pendampingan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi
perangkat daerah untuk memberikan kemudahan (fasilitas) kepada
masyarakat atau pihak lain dalam memecahakan suatu permasalahan
yang dihadapi.

Pengendali Belan ja (Cest Driver):
Jumlah masyarakat yang didampingi, durasi pendampingan dalam
bulan

Satuan Pengendali Belanja Teltap {Fixed Cest .
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variabie Cest):
= Rp4.823.413,00 per peserta, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp4.823.<t13,00 x jumlah peserta xjumlah bulan)

Tabel 12. Batasan Alokasi Objek Belan ja:

O R e BT e b s T e e o G S RS

68,48% 70,70%

Belamja Honorariun Non PNS

—

2 |Bclanja Bahan Pakai Habis - 16,98% 33,74%
3 | Belanja Jasa Kantor 1,25% 2,49%
4 | Belanja Perjalanan Dinas " 13,29% | 26,59%

100,00%
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ASB-013
PENYELENGGARAAN RAPAT DI DALAM KANTOR

Deskripsi:
Penyelenggaraan rapat di dalam kantor merupakan kegiatan diskusi yang
diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang
" narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau informasi
mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesiiik dengan peserta
bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari
2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat
yang diselenggarakan di lingkungan kantor perangkat daerah

penyelenggara.

Pengendali belanyja (cest driver):
Jumlah peserta rapat, frekuensi kegiatan rapat (kali)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanya Variabel (Variable Cest):
= RpS503.513,00 per peserta, per rapat

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (RpS03.513,00 x jumlah peserta x jumlan frekuensi kegiatan
rapat)

Tabel 13. Batasan Alokasi Objek Belan ja:

TR

1 Bahan Pakai Habis 23,21% 41,18%
2 |BelanjaJasa Kantor 61,96% | 81,08%
3 |[Bclanja Cetak & Penggandaan | 14,83% 34,00%

100,00%

— e —— —
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ASB-014
PENYELENGGARAAN RAPAT DI LUAR KANTOR

Deskripsi:

Penyelenggaraan rapat di luar kantor merupakan kegiatan diskusi yang

diselenggarakan oleh perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang
" narasumber atau moderator untuk memperoleh masukan atau infermasi
mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan spesifik dengan peserta
bisa berasal dari perangkat daerah penyelenggara maupun gabungan dari
2 (dua) atau lebih perangkat daerah serta lembaga/organisasi masyarakat
yang diselenggarakan di luar lingkungan kantor perangkat daerah

penyelenggara.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah peserta rapat, frekuensi kegiatan rapat (kali)

Satuan Pengendali Belanja Tetap (Fixed Cost}.
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost}:
= Rp794.032,00 per peserta, per rapat

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= Rp0,00 + (Rp794.032,00 x jumlah peserta x jumlah frekuensi kegiatan

rapat)

Tabel 14. Batasan Alolasi Objek Belan ja:

% T e s e T R T R R P T

@

1 | Belanja Bahan Pakai Habis 845%| 23,53%

2 ] Belanja Jasa Kantor | 2554% - SSJT%

3 { Belanja Cetak dan Penggandaan 5,62% 18,66%

4 |Bclanja Perjalanan Dinas B 60,39% | 92,00%
100,00%
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ASB-015
PENANGANAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL

Desgkripsi:
Penanganan Masyarakat Bidang Sosiai merupakan kegiatan yang
dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah untuk memberilkan
bantuan kepada masyarakat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan
. yang mengalami keterbatasan atau permasalahan sosial dalam altivitas
kesehariannya.

Pengendali belanja {cnst driver):
Jumlah kasus/masyarakat yang ditangani dalam satu tahun

Satuan Pengendali Belanyja Tetap (Fixed Caost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan Pengendali Belanja Variabel (Variable Cost):
= Rpl.544.000,80 per kasus/masyarakat

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Varabel
= Rp0,00 + (Rpl.544.000,00 x Jumlah kasus/masyarakat yang ditangani
dalam satu tahun)

Tabel 15. Batasan Alekasi Objek Belanja:

e i PG
Belanja Bahan Pakai Habis 19,51% 44,57%
2 Belan ja Jasa Kantor 35,24% | 84,20%
Belanja Cetak dan Penggandaan 2.,25% S.73%
Belan ja Sewa Perlengkapan_dan Peralatan e
Kantor 1,11% 7,53%
Belanja Pakaian Kerja 1,93% | 11,20%
6 Belanja Perjalainan Dinas | 39,%6% | 100,00%
100,00%

Keterangan:
Perhitungan di atas tidak menyertalzan belanaj bahan material dan belanja
barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dengan demikian
jika kegiatan di atas memeriukan belanja bahan material atau belanja
barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, maka dapat
ditambahkan dalam perhitungan tambahan tersendiri yang terinci dengan
persetujuan TAPD.
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ASB-016
PENYUSUNAN BUKU/MAJALAH/BULETIN

Deskripsi:
Penyusunan Buku/Majalah/Buletin merupakan kegiatan yang
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah untuk menyusun
buku hingga buku tersebut diterbitkan.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah anggota tim penyusun, durasi dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (faxed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):
= Rpl.423.611,00 per anggota, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Tetal:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
=R0,00 + (Rp1.423.611,00 x jJumlah anggota x jumlah bulan)

Tabel 16. Batasan Alolmsi Ob Jek Belanj Ja

T 'Belanja Bahan Pakai Habis | 5.35% |

2 Belanja Jasa Kantor 16,76% 69,44%

3 BeIan_Ja Cetak & Pen_g_gand_aa_n | 40,74% 95,(_)0‘%;

4 | Belanja Makan & Minurn ) © 1,30%| 10,25%

5 Belanja Perjalanan Dinas | 35,35% 89,52%
100,00% il




-18-

ASB-017
PATROLI

Deskripsi:

Patroli merupakan kegaitan yang dilaksanakan oleh organisasi
perangkat daerah untuk memastikan terciptanya keadaan kondusif di
suatu wilayah. Kegaitan ini umumnya dilakukan untuk pencegahan dan
pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah anggota tim, durasi dalam bulan

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cest):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belan ja variabel {variable cos?):
= Rp916.667,00 per anggota, per bulan

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= R0O,00 + (Rp916.667,00 x jumlah anggota tim xjumlah bulan)

Tabel 17. Batasan Alokasi Ob Jek Belan ja

'1”'13“5;';;15 Bahan Pakai Habis | 028% |  255%
2 | Belanja Jasa Kantor B 3,85% | 55,69%
3 | Belanja Celuk & Penggandaan 034%|  3,38%
4 | Belanja Perjalanan Dinas 94,53% | 100,00%

o —1 100,00%
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ASB-018
PENYELENGGARAAN PAMERAN

Deskripsi:

Penyelenggaraan Pameran merupakan kegtatan organisasi perangkat
daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil
karya, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain dengan maksud untuk
menawarkan hasil karya, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain
tersebut kepada masyarakat luas.

Pengendali belanja (cost driver):
Jumlah stand pameran, durasi kegiatan dalam hari

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost:
= RpS5.300.000,00 per stand, per hari

Rumus Penghitungan Belanja Total:
Belanja Tetap + Belanja Variabel
= R0,00 + {RpS5.300.000,00 x juinlah stand x jumlIah hari)

Tabel 18. Batasan Alokasi Objek Belan

£ i ik

ja

fots

Belanja Bahan Pakai Habis 9,33% 22,00%
"Belanja Jasa Kantor . 14,36% | 21,93%
Belanija Cetak dan Penggandaan 3,05% 10,38%
Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor 41,86% 84,91%
Belanja Pakaian Kcrja 2,88% 14,29%
Belanja Perjalanan Dinas 28,53% 61,02%

100,00%
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ASB=019
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI
BANMGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:
Adminisirasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara
merupakan administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi
berupa bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, bangunan
khusus, dan utilitasnya yang diselenggarakan di lingkup organisasi
perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai konsultansi
perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Konstruksi Gedung Negara (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

[ 1,0305 x nilai konstruksi untuk Rp0 sampai dengan
I Rp250.000.000 |
1,0265 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.001 sampai dengan ’
Rp500.000.000

1,0225 x nilaj konstruksi untuk Rp500.000.001 sampai dengan
Rp1.000.000.000

1,0185 x nilai konstruksi untuk  Rpl1.000.000.001  sampai dengan
Rp2.500.000.000

1,0145 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001 sampai dengan
RpS.000.000.000

1,0105 x nilai konstruksi untuk  Rp5.000.000.001  sampai dengan
Rp10.000.000.000

1,0065 x nilai konstruksi untuk Rp10.000.000.001 sampai dengan
Rp25.000.000.000

1,0025 x nilai konstruksi untuk _ Rp25.000.000.001 sampai dengan
RpS0.000.000.000

1,0015 x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.001 sampai dengan
Rp100.000.000.000
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Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstrulsi

Bangunan Gedung Negara:

1 0 <X« 250.000.000| Y= 1,0805%
2 250.000.000 <X< 500.000.000§ Y= 1,0265X
3 500.000.000 <X =< 1.000.0€00.000 | Y= 1,0225X

4 1.000.000.000 <X < 2.508.000.000 | Y= 1,0185X

5] 2.500.000.000 <X < 95.000.000.000 = 1,0145 X
6 5.000.000.000 <X < 10.000.000.000 = 1,0108 X
7 110.000.000.000 <X<  25.000.000.000| Y= 1,0065X

& |25.000.000.000 <X< 950.000.000.000 | Y = 11,0025 X

9 [50.000.000.000 <X < 100.000.000.000| Y= 1,0015X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan
ke dalam alokasi objek belanija sebagaimana diatur dalam 'abel 19 berikut:

Tabel 19. Batasan Alokasi Objek Belan ja:
f P R L Ay

1 | Belanja Bahan Pakai Habis 24,05% 75,73%

2 | Belanja Jasa Kantor 1,15% S,75%

3 | Belanja Cetak & Penggandaan 27,55% 86,96%

4 | Bclanja Perjalanan Dinas == 47,25% 82,76%
100,00%
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ASB-020

ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JALAN

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Konstruksi Jalais merupakan administrasi

untuk mendukung pekerjaan

fisik konstruksi berupa jalan di
lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh

organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai

konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Konstruksi Jalan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cest):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0697 x nilai konstruksi untuk

Rp250.000.000

RpO

sampai dengan

1,0606 x nila: konstruksi untuk
RpS500.000.000 .

.1:0515 x nilai konstruksi untuk
Rp1.000.000.000

Rp250.000.000

sampai dengan

Rp3500.000.000

1,0424 x nilai konstiuksi untuk
Rp2.500.000.000

Rp1.000.000.000

1,0333 x nilai konstruksi untuk
RpS5.000.000.000

Rp2.500.000.000

1,0242 x nilai konstruksi untuk
Rp10.000.000.000

RpS5.000.000.000

sampai dengan

sampai dengan

sampal dengan

sampai d;{gan

1,0151 x nilail konstruksi untuk
Rp25.000.000.000
1,0060 x nilai konstruksi untuk
Rp50.000.000.000

1,0014 x nilai konstruksi untuk
Rp100.000.000.000

Rpl10.000.000.000

sampai dengan

Rp25.000.000.000

sampa! dcngan

Rp50.000.000.000

sampai dengan




9

250.000.000

500.000.000

1.000.000.000

2.500.000.000
5.000.000.000

10.000.000.000

25.000.000.000

S50.000.000.000

< X«

<X«

<X <
< X<

< X <

< X <

<X <

250.000.000

S500.000.000

1.000.000.000

2.500.000.000

5.000.000.000
10.000.000.000

25.000.000.000

50.000.000.000

100.000.000.000

Y =

Y =

1,0697 X

1,0606 X

1,0515 X

1,0424 X

1,0333 X
1,0242 X

10151 X

1,0080 X

1,0014 X

Nilai keseluruhan Pagu Belan ja Administrasi (¥) tersebut harus didistribusikan
ke dalam alokasi objck belan ja sebagaimana diatur dalam Tabel 20 berikut:

L

Tabel 20. Batasan Alokasi Objek Belanja:

Belan ja Bahan Pakai Hawmis

Rat;

(o

12.82% | 39,39%

Belanja Cetalc & Penggandaan

25,00% 85,71%

Belan ja Perjalanan Dinas

62;18% 90,79%

100,00%
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ASB-021
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI JEMBATAN

DesXripsi:

Administrasi Pengadaan Konstiuksi Jembatan merupakan administrasi
untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa pembangunan
jembatan di lingkungan Provinsi Sumatera Seclatan, Yyang
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi

sudah termasuk nilai konsultansi perencanaau dan konsultansi

pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai Konstruksi Jembatan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belan ja variabel (variable cost):

1,0150 x nilai konstruksi untuk
Rp250.000.000
_'1_,6134 x nilai konstruksi untuk
RpS00.000.000

RpO

Rp250.000.000

sampai dengan

sampai dengan

1,0118 x nilai konstruksi untuk
Rp1.000.000.000

Rp500.000.000

sampai dengan

1,0102 x nilai konstruksi untuk
Rp2.500.000.000

Rp1.000.000.000

sampai dengan

1,0086 x nilai konstruksi untuk
| Rp5.000.000.000

Rp2.500.000.000

sampai dengan

1,0070 x nilai konstruksi untuk
Rp10.000.000.000

RpS5.000.000.000

sampai dengan

1,0054 x nilai konstruksi untuk
Rp25.000.000.000

Rp30.000.000.000

1,0038 X nilai konstruksi untuk

Rp 10.000.000.000

sampai dengan

Rp25.000.000.000

1,0022 x nilai konstruksi untuk
Rp100.000.000.000

Rp50.000.000.000

sampai dengan

sampai dengan

1,0006 x nilai konstruksi untuk
Rp250.000.000.000

Rpl00.000.000.000

sampai dengan
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Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstrulsi

Jembatan:

1,0150X

1 0 <X«< 250.000.000

2 250.000.000 <X < 500.000.000| Y= 1,0134 X
3 500.000.000 <X < 1.000.000.000| Y= 1,0118 X
4 1.000.000.000 <X < 2.500.000.000| Y = 1,0102X
S 2.500.000.000 <X < 5.000.000.000| Y= 1,0086X
5 5.000.000.000 <X« 10.000.000.000 = 1,0070 X

7 10.000.000,000 < X < 25.000.000.000 | Y = 1,004 X

8 25.000.000.000 <X < 50.000.000.000 | Y = 1,0038 X

® 50.000.000.000 <X < 100.000.000.000| Y= 1,0022X
10 | 100.000.000.000 <X < 250.000.000.000 = 1,000e X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan
ke dalam alekasi ob jek belan ja sebagaimana diatur dalam Tabel 21 berikut:

Tabel 21, Batasan Alokasi Objek Belan ja:

1 | Belanija Bahan Pakai I1abis 3,990/
Belanja Cetak & Penggandaan | 21,94% | 33,00%
Belan ja Perjalanan Dinas 58,50% 88,08%

100,00%
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ASB-022
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI DRAINASE

Deskripsi:

Administrasi Pengadaan Kenstruksi Drainase merupakan adininistrasi
untuk mendukung pekerjaan f{isik konstruksi berupa drainase di
lingkungan Provinsi Swnatera Selatan, yang disclenggarakan oleh
organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi sudah termasuk nilai
konsultansi perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Konstruksi Drainase {X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= Rp0,00 per kegiatan
Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0875 x nilai konstruksi untuk RpO sampai dengan
Rp250.000.000

1,0654 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000 sampai dengan
RpS00.000.000

1,0433 x nilai konstruksi untuk RpS00.000.000 sampai dengan
Rp1.000.000.000

1,0212 x nilai konstruksi untuk Rpl.000.000.000  sampai dengan
Rp2.500.000.000

Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Xonstruksi
Drainase:

i 0 < X< 250.000.000| Y= 1,087>X

2 |250.000.000 <X < 500.000.000 | Y= 1,0654 X

3 200.000,000 <X < 1,000.000.000| Y= 1,0433X

4 1.000.000.000 <X < 2.500.000.000| Y= 1,0212X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi {Y) tersebut harus didistribusikan

ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 22 berikut:

1" || Belanija Bahan Pakai Hab T0.20% | 25.93%

2 | Belanja Cetak & Penggandaan 27,69% 88,00%

3 [ Belanja Perjaianan Dinas 63,11% 86,96%
) 100,00%
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ASB-023
ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI NORMALISASI SUNGAt1

Deskripsi:

Administrasi pengadaan konstruksi normalisasi sungai merupakan
administrasi untuk mendukung pekerjaan fisik konstruksi berupa
normalisasi sungai di lngkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konsw#ruksi
sudah termasuk mnilai konsultansi perencanaan dan konsultansi

pengawasan.

Pengendali belanja {cost driver);

Nilai Konstruksi Normalisasi Sungai (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost}):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

R p1.000.000.000

1,0485 x nilai konstruksi untuk RpO sampai dengan
Rp250.000.000

1,0414 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000 sampai dengan
RSN, 0NN NN,

1,0343 x nilai konstruksi untuk RpS500.000.000 sampai dengan

1,0272 x nilai konstruksi untuk
Rp2.500.000.000

Rpl1.000.000.000

sampai dengan

1,0201 x nilai konstruksi untuk
RpS5.000.000.000

Rp2.500.000.000

sampai dengan

1,0130 x mila konstruksi untuk
Rp10.000.000.000

RpS5.000.000.000

sampai dengan

1,0059 x nilai konstruksi untuk
Rp25.000.000.000

Rp10.000.000.000

sampai dengan

1,0020 x nilai konstruksi untuk
KpS50.000.000.000

Rp25.000.000.000

sampai dengan
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Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Konstruksi

Normalisasi Sungai:

S CITINE R

1 0 <X< 250.000.000 | Y - 10435X
2 250.000.000 <X < 500.000.000 | Y= 1,0414 X
3 500.000.000 < X< 1.000.000.000 | Y= 1,0343 X

4 1.000.000.000 <X 2.500.000.000 | Y= 11,0272 X

A

5} 2.500.000.000 <X < 5.000.000.000 | Y= 1,0201X
® 5.000.000.000 < X < 10.000.000.000 = 10130 X

7 | 10.000.000.000 <X < 25.000.000.000| Y= 1,0059 X

8 [25.000.000.000 <X < 50.000.000.000| Y= 1,0020X

Nilai keseluruhan Pagu Belan ja Administrasi (Y} tersebut haras didistribusikan
ke dalam alokasi objek belanija sebagaimana diatur dalam Tabel 23 berikut:

Tabel 23. Batasan Alokasi Objek Belan ja:

Cakrd S i

1 Belan Bahan Pakai Habis
2 | Belanja Pcrjal;nan Dinas 86,83%
' 100,00%

13,17% | 100,00%
98.72%
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ASB-024
ADMINISTRASI PENGADAAN/PENGEMBANGAN SPAM

Deslripsi:
Administrasi Pengadaan/Pengembangan SPAM merupakan administrasi
untuk mendukuﬁg pekerjaan fisik k;mstruksi berupa Sistern Perpipaan
Air Mimum di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai konstruksi
sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi

pengawasan.

Pengendali belanja {cest driver):
Nilai Konstruksi SPAM (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixcd cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel {variable cost):
1,0686 x nilai konstruks: untuk Rp® ~ sampai dengan
Rp250.000.000
1,0562 x nilai kamstruksi untuk Rp250.000.000 sampal dengan
Rp500.000.000

1,0438 x nilai konstiuksi untuk Rp500.000.000 sampai dengan
Rp1.000.000.000
1,0314 x nilai konstruksi untuk Rpl1.000.000.000  sampai dengan
Rp2.500.000.000
1,0190 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000 sampai dengan
Rp5.000.000.000
1,0066 x nilai konstruksi untuk  Rp5.000.000.000 sainpai dengan
Rp10.000.000.000
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Rumus Penghitungan Belanja AdmnmstraSI Pengadaan Konstmlsl SPAM:

1 0 <X« 250.000.000| Y = 1,0686 X

2 250.000.000 <X < 500.000.000| Y= 1,0562 X

3 500.000.000 <X < 1.000.000.000 | Y= 10438 X

4 |1.000.000.000 < X< 2.500.000.000| Y= 11,0314 X

S |[2.500.000.000 <X« 5.000.000.000| Y= 1,0190 X

| 6 |5.000.000.000 <X< 10.000.000.000| Y= 1,0066 X

Nilai keselurnhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan
ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 24 berikuat:

Tabel 24. Batasan Alokasi Ob Jek Belanja

L | Relonie Reben Pelel Helbis R%| BRI

2 | Belanja Cetak dan Penggandaan 14,69% 73,17%

3 | Belunja Perjalanan Dinas 77,05% 88,00%
100,00% a
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ASB=025
ADMINISTRASI PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskripsi:
Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung WNegara merupakan
administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa pemeliharaan
bangunan gedung negara di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai pemeliharaan
sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi

peéngawasan.

Pengendali belanya (cost driver):
Nilai Pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanya tetap (fived cost}:
= Rp0,00 per kegatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0204 x nilai konstruksi untuk RpO sampai dengan
Rp250.000.000

1,0189 x nilai konst ruksi untuk Rp250.000.000 sampai dengan
EAASANEUVARATVNY |

1,0174 x nilai konstruksi untuk RpS$00.000.000 sampai dengan
Rp1.000.000.000

1,0159 x nilai konstruksi untuk Rpl.000.000.000 sampai dengan
Rp2.500.000.000

1,0144 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000 esampaidengan
Rp5.000.000.000

1,0129 x nilai konsliuksi untuk RpS5.000.000.000 sampai dengan
Rp10000.000.000

1,01 14 x nilai konstruksi untuk Rpl10.000.000.000 sampai dengan
Rp25.000.000.000

1,0099 x nilai konstruksi untuk Rp25.000.000.000 sampai dengan
RpS0.000.000.000

1,0084 x nilai konstruksi untuk RpS0.000.000.000 sampai dengan
Rpl00.000.000.000




Rumus

250.000.000

500.000.000

1.000.000.000

2.500.000.000
5.000.000.000

10.000.000.000

25.000.000.000

50.000.000.000

< X<

<X <

< X«
< X<

< X<

<X <

<X <
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500.000.000

1.000.000.000

2.500.000.000

5.000.000.000
10.000.000.000

25.000.000.000

50.000.000.000

100.000.000.000

= 1,0174 X

= 1,0159 X

= 1,0144 X

= 11,0129 X

= 1,0114 X

Y = 11,0099 X

= 1,0084 X

Penghitungan Belanja Administrasi Pemeliharaan Bangunan

Belan ja Bahan Pakai Habis

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y} tersebut harus didistribusikan
ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 25 berikuat:

83,90%

100,00%

Belan ja Cetak & Penggandaan

16,10%

32,20%

100,00%
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ASB=026
ADMINISTRASI REHABILITASI BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Deskzxipsi:
Administrasi Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara merupakan
administrasi untuk mendukung pekerjaan berupa rehabilitasi bangunan
gedung negara di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang
diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah. Nilai rehabilitasi
sudah termasuk nilai konsultansi perencanaan dan konsultansi

pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver}:
Nilai Rehabilitasi {X)

Satuan pengendali belanja tetap {fixed cost}:
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,0203 x nmilai konstruksi untuk RpO sarnpal dengan
Rp250.000.000
1,0170 x nila1 konstriaksi untuk Rp250.000.000 sampai dcngan

RpS500.000.000
1,0137 x nilai konstruksi untuk RpS00.000.000 sampai dcngan

Rp1.000.000.000

1,0104 x nilai konstruksi untuk Rpl1.000.000.000 saimpai dengan
Rp2.500.000.000

1,0071 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000 sampai dengan
Rp5.000.000.000

1,0038 x nilai konstruksi untuk RpS.000.000.000 sampai dengan
Rp10.000.000.000
"1,0005 x nilai konstruksi untuk ~ Rpl0.000.000.608 sampai dengan
Rp25.000.000.000
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Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Rehabilitasi Bangunan Gedung

Negara:

1 0 <X<  250.000008| Y= 1,0203X
2 250.000.000 <X < S500.000.000 | Y= 1,0170 X
3 500.000.000 <X < 1.000.000.000| Y= 1,0137 X

4 1.000.000.000 <X <  2.500.000.000| Y= 1,0104 X

S 2.500.000.000 < X< 5.000.000.000 = 1,0071 X
6 5.000.000.000 <X < 10.000.000.000| Y= 1,0038 X

7 110.000.000.000 <X 25.000.000.000 | ¥ = 12,0000 X

A

Nila: keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan
ke dalam alokasi ob jek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 26 berikut:

Tabel 26. Batasan Alokasi Objek Belanja:

1 |Belanja Bahan Pakai Habis 37,66% | 100,00%
2 | Belanja Cetak & Pcnggandaan 62,34% | 100,00%
100,00%
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ASB-927
ADMINISTRASI PEMELIHARAAN JALAN

Deskripsi:
Administrasi Pemeliharaan Jalan merupakan administrasi untuk

mendukung pekerjaan fisik berupa pemeliharaan jalan di lingkungan
Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh organisasi
perangkat daerah. Nilai pemeliharaan sudah termasuk nilai konsultansi

perencanaan dan konsultansi pengawasan.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Konstruksi Pemeliharaan (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost):
= RpO0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belan ja variabel (variable cost):
[1,3575 x nilai konstruksi untuk Rpe - sampai dengan
Rp250.000.000

1,2703 x nilai konstruksi untuk Rp250.000.000 sampai dengan
RpS5S00.000.000

1,1831 x nilai konstruksi untuk  Rp500.000.000 sampai dengan
Rp1.000.000.000

1,0959 x nilai konstruksi untuk Rp1.000.000.000 sampai dengan
Rp2.500.000.000

1,0087 x nilai konstruksiuntuk Rp2.500.000.000 sampai dengan
RpS.000.000.000

1 0 <X«< 250.000.000 | Y= 1,3575X

2 250.000.000 <X < 500.000.000| Y= 1,2703 X

3 500.000.000 <X < 1.000.000.000 | Y= 1,1831X

4 | 1.000.000.000 <X < 2.500.000.000| Y= 1,0959 X

S |[2.500.000.000 <X< 05.000.000.000| Y= 1,0087X |
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Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan
ke dalam alokasi objek belanyja sebagaimana diatur dalam Tabel 27 berikut:

Tabel 27. Batasan Alokasi Objek Belanja:

Belanja Bahan Pakai Habis | 12,67% | 33,99%
2~ | Belanja Cetak &. Penggandaan 11,93% 33,00%
3 | Belanja Perjalanan Dinas 75,40% 92,99%

100,00%
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ASB-028
ADMINISTRASI PENGADAAN BAHAN MATERIAL

Deskripsi:

Administrasi pengadaan bahan material merupakan administrasi untuk
mendukung pekerjaan berupa pengadaan bahan-bahan material di

- lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh
organisasi perangkat daerah.

Pengendali belanja (cost driver):
Nilai Pengadaan Bahan Material (X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cest).
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (variable cost):

1,3868 x nilai konstruksi untuk RpO sampai dengan
Rp250.000.000

1,3020 x nilai konstniksi untuk Rp250.000.000 sampal dengan
RpS500.000.000

1,2172 x nilai konstruksi untuk ~ Rp500.000.000  sampai dengan
Rp1.000.000.000

1,1324 x nilai konstruksi untuk Rpl1.000.000.000 sampaidengan
Rp2.500.000.000

1,0476 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.000 sampai dengan
RpS5.000.000.000

1,0177 x nilai konstruksi untuk  Rp5.000.000.000 sampai dengan
Rp10.000.000.000
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Rumus Penghitungan Belanja Administrasi Pengadaan Bahan Material:

No. |27 . Nilai Konstruksi (X) = | Pagu *I ia (Y)

1 0 <X< 250.000.000| Y= 1,3868 X

2 250.000.000 <X < 500.000.000| Y= 1,3020X
3 500.000.000 <X < 1.000.000.000| Y= 1,2172X
4 |[1.000.000.000 <X< 2.500.000.000 | Y= 1,1324 X

S5 12.500.000.000 <X< 5.000.000.000| Y= 1,0476 X

6 |5.000.000.000 <X < 10.000.000.000| Y= 1,0177 X

Nilai keselurutran Pagu Belanja Administrasi (Y) tersewut harus didistribusikan
ke dalam alokasi ob jek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 28 berikut:

S B Al -
1 | Belania Baban, Palai Hahis 16 A2% | 10000%
2 | Belanja Jasa Kantar 295,92% 95,69%
3 | Belanja Cetak & Penggandaan 4,48% 37,50%
4 | Belanja Perjalanan Dinas 53,18% | 100,00%

100,00%
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ASB-029
ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:
Administrasi pengadaan Non Konstruksi merupakan adniinistrasi untuk

mendukung pekerjaan berupa pengadaan barang-barang non konstruksi

- di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang diselenggarakan oleh
organisasi perangl<at daerah. Barang non konstruksi yang dimaksud
tidak termasuk bahan material dan perangkat lunak (aset tidak
berwujud).

Pengendali ®melanja {cost driver|:
Nilai Pengadaan Non Konstruksi(X)

Satuan pcngendali belanja tetap {fwxxed cost):
= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belan ja variabel (variable cost):

' 1,1049 x nilai konstruksi untuk  Rp0O sampai dengan
Rp100.000.000

'1,0943 x nilai konstruksi untuk Rpl 00.000.000 sampai Eengan _ '|
Rp250.000.000

1,0837 x nilai konstruksi untuk  Rp250.000.001  sampai dengan |
Rp500.000.000

1,0731 x nilai konstruksiuntuk Rp500.000.001 sampai dengan
Rp1.000.000.000

1,0625 x nilai konstruksiuntuk Rp1.000.000.001 _sarnpai dcngan
Rp2.500.000.000

1,0519 x nilai konstruksi untuk Rp2.500.000.001 sampai dengan
RpS.000.000.000

1,0413 x nilai konstruksi untuk RpS.000.000.001  sampai dengan
Rp®10.000.000.000 -
1,0307 x nilai konstruksi untuk Rpl10.000.000.001 sampai dengan
Rp25.000.000.000

1,0201 x nilai konstruksi untuk  Rp25.000.000.001 sampai dengan
RpS0.000.000.000

1,009S x nilai konstruksi untuk Rp50.000.000.001 sampai dengan
Rp100.000.000.000
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Rumus Penghltungan Belan ja Administrasi Pengadaan Non-Konstruksi:

- Nilai Konstrulsi (X) | Pagu E 212 .:t Jifm!
1 0 <X« 100.000.000| Y= 1,1049X
100.000.000 <X < 250.000.000 1,0943 X
250.000.000 <X < 500.000.000 1,0837 X
500.000.000 <X < 1.000.000.000 1,0731 X
1.000.000.000 <X < 2.500.000.000 1,025 X
2.500.000.000 <X < 9.000.000.000 1,0519 X
5.000.000.000 <X < 10.000.000.000 1,0413 X
10.000.000.000 <X < 25.000.000.000 1,0307 X
25.000.000.000 <X < ©0.000.000.000 1,0201 X
10 | 50.000.000.000 <X < 100.000.000.000| Y= 1,0095X

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi {¥) tersewut harus didistribusikan
ke dalam alokasi objek belanja sewagaimana diatur dalam Tael 29 berikut:

Tabel 29. Batasan Alokasi Objek Belanja:

1 | Belanja Bahan Pakai Hais 42,17% | 100,00%

2 | Belanja Jasa Kantor 4,941% 35,20%

3 | Belanja Cetak dan Penggandaan ©,27% 33,33%

4 | Belanja Perjalanan Dinas 47,16% | 100,00%
100,00%
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ASB-030
ADMINISTRASI PEMELIHARAAN NON KONSTRUKSI

Deskripsi:

Administrasi Pemeliharaan Non Konstruksi mesupakan administrasi
untuk mendukung pekerjaan berupa pcmeliharaan barang-barang non
konsttuksi di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan, yang
diselenggarakan oleh @®@rganisasi Perangkat Daerah. Barang non
konstruksi tidak termasuk bahan material dan perangkat lunak.
Kegiatan pemeliharaan rutin barang-barang non kenstruksi tidak

termasuk dalam ASB ini.

Pengendali belanja (cost driver):

Nilai PemeliharaanNon Konstruksi(X)

Satuan pengendali belanja tetap (fixed cost)

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belan ja variabel (variable cost):

1,0348 x nilai konstruksi untuk
Rp100.000.000

RpO

sampai dengan

'1,0313 x nilai konstruksi untuk
Rp250.000.000

Rp100.000.000

1,0278 x nilai konstruksi untuk
Rp500.000.000

1,024 3 x nilai konsiruksi untuk

Rp1.000.000.000

Rp250.000.001

sampai dengan

sampai dengan

Rp500.000.001

sampai dengan

1,0208 x nilai konstitiksi untuk
Rp2.500.000.000

Rp1.000.000.001

sampal dengan

1,0173 x nilai konsttuksi untuk
RpS5.000.000.000

Rp2.500.000.001

sampai dengan

1,0138 x nilai konstruksi untuk
Rp10.000.000.000

1,0103 x nilai kenstruksi untuk
Rp25.000.000.000

Rp5.000.000.001

"Rpl10.000.000.001

sampai dengan

sampai dengan

1,0068 x nilai konstruksi untuk
Rp50.000.000.000

Rp25.000.000.001

sampai dengan

1,0033 x nilai konstruksi untuk
Rp100.000.000.000

RpS50.000.000.001

sampal dengan
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Rumus Penghltungan Belanja Adm:mstras:l Pemel:haraan Non—Knnstmks:

10

Hila.i Kﬂﬂs—ﬁuk&: [X}
0 <=X=< 100.000.000
100.000.000 <X < 250.000.000
250.000.000 <X < 500.000.000
500.000.000 <X =< 1.000.000.000
1.000.000.000 <X < 2.500.000.000
2.500.000.000 =X =< 5.000.000.000
5.000.000.000 <X < 10.000.000.000
10.000.000.000 <X < 25.000.000.000
25.000.000.000 =X < 50.000.000.000
50.000.000.000 100.000.000.000

< X<

Y= 1,0348 X
Y= 1,0313 X
Y= 1,0278 X
Y= 1,0243 X
Y = 1,0208 X
= 1,0173 X
Y= 1,0138X
Y= 1,0103 X
Y = 1,0068 X
y =

1,0033 X

1

Nilai keseluruhan Pagu Belanja Administrasi (Y) tersebut harus didistribusikan
ke dalam alokasi objek belanja sebagaimana diatur dalam Tabel 30 berikut:

Tabel 30. Batasan Alokasi Objek Belanja:

= .. : Ketmnga.ﬁ _Ra?:n— : Batas
: it Rata Atas

| 1 |Belanja Bahan Pakai Habis 83,17%| 100,00%

2 | Belanja Cetak dan Penggandaan 7,94% | 31,75%

- 3 |Belanja F;crj.élanan Dinas - 8,80% 35,56%
o0

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. HERMAN DERU



